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Oleh: Dr.Ni Poto Tirka Widant

I.  Pengantar

Globalisasi ~ selain memberikan
dampak positif juga membawa dampak
negatif dengan timbulnya berbagai
masalah baru bagi suatu negara. Untuk
tasi masalah sebagai dampak dari
dibutuhkanperan perempuan
Indonesia, termasuk perempuan Bali.
Berbagai  ikatan  tradisi yang
mengungkung, kuasa kelahiran yang
kemudian berjalan menyimpang dalam
melaksanakan peran yang mengacu pada
sistem patriarki, harus dikoreksi dan
direvisi. Peran perempuan harus diangkat
puladalam komunitasbanjar Namun, bagi
perempuan Bali, mengambil peran itu
tidak mudah karena dalam tatanan adat
masyarakat Bali, aktor utama dalam
struktur adat adalah anak laki-laki, yang
dikenal sebagai purusa. Sekuat apa pun
perjuangan perempuan,hasilnya tetap di
posisi pinggir. kecuali jika dilakukan
perombakan.

Pemberdayaan perempuan kadang-
kadang menemui kendala sosiokultural
yang memojokkan para perempuan
Perempuanjustru menghadapi himpitan
tekanan kepasrahan  dan
menanggapinya sebagai hal yang wajar
bagi mereka. Peluang serta tantangan

dengan

perempuan Bali dalam mengejar
kemajuan agar sejajar dengan kaum laki-
laki rupanya masih menjadi keluhan.
Faktadi masyarakat menunjukkan bahwa
perempuan Bali masih terbelaka
dibandingkan dengan laki-laki di bidang
pendidikan, karier, pekerjaan, dan dunia
politik. Perempuan Bali harus berusaha
keras untuk bisa berperan dan "tampak”
dalam kehidupan sehari-hari. Jika
perempuanBali ingin berperan lebihjauh
lagi, diperlukan kemampuan berpikir

strat Lseperti dalamdunia politik yang
merupakan  ruang-ruang yang

memerlukan kapasitas itu atau dalam
ranahpengambil keputusan. Orang yang
bisa mencapai tataran berpikir str: N
adalah orang yang terlatih berpikir dan
memiliki kemerdekaan dan keberanian
meny

akan pendapat, sebagaimana
disebutkan dalam Weda

Perempuan Bali saat ini dalam masa
transisi. Mereka jarang berada di posisi
strat

is ini karena mereka tidak punya
keberanian menyatakan pendapat. Adat
mengatur bahwa perempuan tidak punya
hak suara, termasuk hak suara dalam
pasamuan  (rapat yang berhubungan
dengan adat atau keagamaan di Bali),
Pada umumnya kaum perempuan tidak

Copyright 2020 Turnitin. All rights reserved.



Model Kebljakan
Pemberdayaan Perempuan di
Bali

by Ni Putu Tirka Widanti

Submission date: 25-Dec-2020 03:42AM (UTC+0700)
Submission ID: 1481150473

File name: widya.docx (137.61K)

Word count: 7014

Character count: 47735



Model Kebijakan Pemberdayaan Perempuan di Bali

Oleh: Dr.Ni Poto Tirka Widant

l. Pengantar

Globalisasi  selain memberikan
dampak positif juga membawa dampak
negatif dengan timbulnya berbagai
masalah baru bagi suatu negara. Untuk
mengatasi masalah sebagai dampak dari
globalisasi, dibutuhkanperan perempuan
Indonesia, termasuk perempuan Bali.
Berbagai ikatan  tradisi yang
mengungkung, kuasa kelahiran vang
kemudian berjalan menyimpang dalam
melaksanakan peran yang mengacupada
sistem patriarki, harus dikoreksi dan
direvisi. Peran perempuanharus diangkat
puladalam komunitasbanjar Namun, bagi
perempuan Bali, mengambil peran itu
tidak mudah karena dalam tatanan adat
masyarakat Bali, aktor utama dalam
struktur adat adalah anak laki-laki, yang
dikenal sebagai purusa. Sekuat apa pun
perjuangan perempuan,hasilnya tetap di
posisi pinggir, kecuali jika dilakukan
perombakan.

Pemberdayaan perempuan kadang-
kadang menemui kendala sosiokultural
yang memojokkan para perempuan.
Perempuan justru menghadapi himpitan
tekanan dengan kepasrahan dan
menanggapinya sebagai hal yang wajar
bagi mereka. Peluang serta tantangan
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perempuan Bali dalam mengejar
kemajuan agar sejajar dengan kaum laki-
laki rupanya masih menjadi keluhan.
Faktadi masyarakat menunjukkan bahwa
perempuan Bali masih terbelakang
dibandingkan dengan laki-laki di bidang
pendidikan, karier, pekerjaan, dan dunia
politik. Perempuan Bali harus berusaha
keras untuk bisa berperan dan "tampak"
dalam kehidupan sehari-hari. Jika
perempuanBali ingin berperan lebihjauh
lagi, diperlukan kemampuan berpikir
strategis, seperti dalam dunia politik vang
merupakan ruang-ruang yang
memerlukan kapasitas itu atau dalam
ranah pengambil keputusan. Orang yang
bisa mencapai tataran berpikir strategis
adalah orang vang terlatih berpikir dan
memiliki kemerdekaan dan keberanian
menyatakan pendapat, sebagaimana
disebutkan dalam Weda.

Perempuan Bali saat ini dalam masa
transisi. Mereka jarang berada di posisi
strategis ini karena mereka tidak punvya
keberanian menyatakan pendapat. Adat
mengatur bahwa perempuan tidak punya
hak suara, termasuk hak suara dalam
pasamuan (rapat yang berhubungan
dengan adat atau keagamaan di Bali).
Pada umumnya kaum perempuan tidak




ikut dalam desa

pakraman dan banjar, sehingga

rapat pada tingkat
urusan
desa/publik diputuskan oleh kaum laki-
laki ikut

menentukan. dahulu

tanpa suara
Pada

mungkin hal itu baik karena situasi zarnan

perempuan

Lalnedn

memang menghendaki perempuan berada
dalam posisi seperti itu. Namun, ketika
zaman berubah, dan justru membutuhkan
orang-orang yang bisa "bicara" (terbuka),

tradisi yang memiliki aturan demikian

harus dikaji ulang untuk mengikuti
perubahan zaman. Hal 1 dapat
dimengerti sebab dampak

keterbungkaman (tidak pemah bicara) itu

sangat besar, dan akhimya terbukti bahwa

ketika peran mereka  dibutuhkan,
perempuan Bali benar-benar tidak bisa
"bicara".

II. Konsep Gender dan Pember-

dayaan Perempuan

Dalam pembahasan mengenai
@ nder, kesetaraan gender, dan keadilan
gender,dikenal adanya dua teori, vaitu (1)
Teori Nature-tlan (2) Teort Nurture.
Dalam perjalanannya dikembangkan satu
konsep teori yang diilhami oleh dua teori
tersebut yang merupakan hasil
kompromistis  yang menciptakan
keseimbangan yang disebut dengan Teori
Equilibrium. Selanjutnya, ketiga teori
secara rinci diuraikan sebagai berikut.
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Teori Nature

Teori Nature sering diterjemahkan
sebagai Teori Alam atau Teori Kodrat.
Menurut Teori Nature, perbedaan
perempuan dan laki-laki adalah kodrat,
suatu kenyataan biologis, sehingga
perbedaan itu harus diterima, tidak perlu
digugat, apalagi ditolak. Perbedaan
Bologis itu memberikan indikasi bahwa
Bantara kedua jenis tersebut diberikan
peran dan tugas yang berbeda. Ada peran
B tugasyangdapatdipertukarkan, tetapi
ada yang tidak bisa karena memang
berbeda secara kodrrat alamiahnya.

Dalam proses perkembangannya
banyak kaum perempuan sadar terhadap
beberapa kelemahan Teori Nature, lalu
beralifffe Teori Nurture. Tapi temyata,
Teori Nurture dirasa tidak menciptakan
@ damaian dan keharmonisan dalam
hidup berkeluarga dan bermasyarakat.
Perbedaan biologis diyakini memiliki
pengaruh pada peran yang bersifat naluri
(instinct). Perjuangan kelas tidak pemah
mencapai basil yang memuaskan, karena
manusiamemerlukankemitraandan kerja
sama secara struktural dan fungsional.
Manusia baik perempuan’ maupun laki-
laki merniliki perbedaan kodrat sesuai
dengan fungsinyamasing-masing, Dalam
kehidupan sosial terdapat pembagian
kerja (division of labor) secara seksual.
(Budiman,1981: 1991). Begitupuladalam
kehidupan  keluarga, harus ada
kesepakatan antara suarni dan istri.

Lad
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Teori Nurture

Teori Nurture sering diterjemahkan
Sebalgalu'l"e-:)ri Kebudayaan (Budiman,
1981). Menurut Teori Nurture, perbedaan
perempuan dan laki-laki pada hakikatnya
adalah hasil konstruks:
sehingga menghasilkan peran dan tugas

sosial budaya,

yang berbeda. Perbedaan itu
menyebabkan  selalu tertinggal dan
terabaikannya peran dan kontribusi
perempuan dalam hidup berkeluarga,
bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.

Konstrukst  sosial menempatkan

perempuan dan laki-laki dalam perbedaan
kelas. Laki-laki diidentikkan dengan kelas
borjuis, sedang perempuan ditempatkan
sebagai proletar. Perjuangan untuk
persamaan dipeloport oleh kaum feminis
intemasional yang cenderung mengejar
persamaan (sameness) dengan konsep
50:50 (fifty-fifty), konsep yang kemudian
dikenal dengan istilah perfect equality
(kesarmmaan

kuantitas, kesamaan

sempuma).  Perjuangan tersebut sulit

dicapai karena berbagai hambatan, baik

dari nila1 agama maupun budaya.
Berangkat

dari kenyataan tersebut,

para feminis berjuang  dengan
menggunakan pendekatan sosial konflik,
yaitu konsep yang diilhami oleh ajaran
Karl Marx (1818 —1883). Mengapa teori
ini memakai pendekatan konflik dar Karl
sebab

terminologi yang dipakai pun— misalnya

Marx tidak terlalu mengejutkan
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proletar dan borjuis-sudah
menunjukkan bahwa teori ini terpengaruh
kuat

Marxisme. Akan tetapijika boleh dipuj,

secara oleh  bayang-bayang

sebagar  teori, Teort Nurture amat
konsisten memegang prinsip bahwa
ketimpangan gender yang melahirkan
ketidakadilan  sosial sesungguhnya

merupakan akibat dari konstruks: sosial.

ats " \ e " .
Dengan kata lain erbedaan peran

kewajiban, dan nasib antara perempuan

dan lelaki bukanlah kodrat, tetapi
merupakan hasil konstruksi  sosial.
(Budiman, 1981; Fakih, 2005). Karena
konstruksi sosial 1tu bukan Kkodrat,
melainkan dicipfakan masyarakat, justru
di sini orang harus yakin bahwa
perbedaan gender dapat berubah dan
diubah-dan  tentu tidak sia-sia untuk

d ip{:emgkem .

Randall Collin (1987), beranggapan
bahwa keluarga adalah wadah
pemaksaan

legal
suami  sebagai pemilik

terhadap istri sebagai abdi. Margareth
Eichlen beranggapan bahwa keluarga dan
agama adalah terbentuknya

budaya dan perilaku diskriminasi gender.
Konsep sosial konflik menempatkan kaum
laki-laki sebagai kaum penindas (borjuis)

dan perempuan sebagai kaum tertindas

sumber

(proletar). Bagi kaumproletar, tidak ada
pilihan  kecuali melancarkan
perjuangan menyingkirkan penindas demi

harus

mencapal kebebasan dan persamaan.
Karena itu, Teori Nurture melahirkan
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paham sosial konflik yang banyak dianut
masyarakat
menghilangk an

sosialis komunis yang
strata hierarkis penduduk
untuk mencapar situasi "sama rata, sama

rasa" (egalitarian).

Teori Equillibrium (Keseimbangan)
Di samping keduateori sebelumnya,
terdapat satu teori lagi yang lahir dari
kesediaan untuk menciptakan suasana
komprornitis yang dikenal dengan Teori
Keseimbangan (Equillibrium Theory).
Teori ini menekankan konsep kernitraan
keharmonisandalam hubunganantara
perempuan dan laki-laki. Dalam relasi
tersebut, keduanya hams bekerja sama
dalam kemitraan dan keharmonisan
dalam kehidupan keluarga, masyarakat,
bangsa. dan negara. Untuk mewujudkan
hal tersebut, dalam setiap kebijakan dan
strategi pembangunan harus
diperhitungkan keseimbangan peran
perempuan dan laki-laki. Hubungan di
antara kedua elemen tersebut bukan
merupakan hubungan yang saling
bertentangan. melainkan  hubungan
komplementer yang saling melengkapi.
Teori Keseimbangan juga
memandang bahwa berbagai keragaman
(faktor biologis, etnis, aspirasi, pilihan,
budaya, dsh.) pada hakikatnya adalah
realitas kehidupan manusia. Hubungan
laki-laki dan perempuan bukan dilandasi
konflik dikotomis, bukan pula struktural
fungsional, tetapilebihdilandasikebutuhan
kebersamaan guna membangun

kemitraan yang harmonis, karena setiap
pihak punya kelebihan sekaligus
kekurangan, kekuatan sekaligus
kelemahan. Kedua pihak, dengan
dernikian harus bekerjasarnauntuksating
mengisi dan melengkapi

kekurangannya(cf. Tinker, 1990
Wahyuningsih, 1993;Wijaya, 1995).

III. Pandangan Budaya Bali terhadap

Ecrempuan

Masalah yang paling krusial dari
perempuan adalah persoalan bagaimana
Elcngangkat derajat/peran perempuan.
Selama ini perempuan selalu diletakkan
sebagai pihak lemah, sebagai warga kelas
dua, tetapi kalau perempuan terns
mernikirkan itu, kemudian berontak, dan
terus berusaha mendapatkan tempat,
akhirnya perempuan Bali akan kehabisan
tenaga untuk memperjuangkan hal
tersebut. Penulis justru menganjurkan
kepada perempuan Bali agar berhenti
menyebut diri kelas dua, kelas pinggiran.
Perempuan hendaknya berbuat sesuatu
yang bisa menimbulkan pandangan
bahwa perempuan tidak seperti yang
mereff] duga Kalan kaum perempuan
Bali sudah memperlihatkan diri dalam
pendidikan, dalam peranan di rumah
tangga, maupun dalam aktivitas di
masyarakat, secara otomatis para laki-
laki tidak akan berpikir "dia itu seorang
perempuan”, tetapi lelaki akan berpikir
"dia itu orang yang mampu".




Masyarakat
menempatkan

Bali tidak pernah
perempuan  sebagai
perempuan lemah. Tidak ada orang tua
yang mengajarkan .anak laki-lakinya.
"Tolong bantu adikmu yang perempuan
yang lebih Justru
masyarakat Bali mendidik anak-anaknya,
laki-laki maupun perempuan.
sama. Orang fua lebih menekankan

lemah darimu".

SECUrd

pendidikan  di rumah pada anak
perempuannya karena ia  akan
meninggalkan keluarganya mengikuti
keluarga swuami Anak perempuan
diberikan pendidikan lebih keras dengan
harapan 1a akan membawa nama
keluarga. Jangan sampai memalukan

keluarga. Jangan sampair kehadirannya
dicemoohkan, dikatakan dari keluarga
yang bisanya hanya menadahkan tangan
saja, tidak bisa bekerja
keluarga. Bisa dilihat dalam aktivitas
sehari-harn i

membantu

rumah, perempuan
emasak. mengatur semua. Hanya
dalam wupacara besar., yang memasak
kan perempuan, melainkan laki-laki.

Perempuan menjalankan kodratnya;
perempuan tentu akan hamil. Kalau ingin
melahirkan anak-anak yang berkualitas,
perernpuan-perempuan itu mesti bisa
merencanakannya. Kalau menginginkan
anak vyang sechat, berapa jumlahnya,
percmpuaunm'us merencanakan bersama
suaminya. Kemudian, dalam perencanaan
itu mempersiapkan dirn karena selama

bayi dalam kandungan, seorang ibu sudah

mulai menanamkan  dasar kepribadian
untuk anaknya. Dalam hal ini, perempuan
maupun laki-laki dapat mempersiapkan diri
dalam keadaan tenang. Mercka tidak boleh
membawa karma masa lampaunya.
sehingga di dalam melahirkan anak, tidak
lagi berada dalam keadaan tegang, cemas,
atau pun bingung. Setelah merasa din
benar-benar siap. barulah perempuan

mewujudkannya secara sadar bersama

suanffefya.
Masyarakat Hindu di
memandang perempuan bukan
makhluk
Perempuan

Bali
sebagai
lemah yang harus dilindungi.
dianggap
kekuatan yang sangat besar yang dapat
menciptakan keindahan, tetapi dapat pula
"membahayakan” kehidupan di dunia ini.
Untuk mereka yang ingin melepaskan diri
dari

dalam Sarascamuschaya, "Hendaknya

mempunyai

keduniawian, seperti tercantum

menghindart  dan bahkan kalau mungkin

dalam kenangan pun menghapuskan
Teks 1ni

demikian takutnya laki-

bayangan  perempuan".

menggambarkan
laki pada kekuatan magis perempuan yang
dianggap dapat meluluhkan keteguhan

mman dan memperlemah  semangat

Juangnya untuk bertapa dan menyatu
dengan Tuhan

Sejak kecil orang tua menanamkan
pendidikan bahwa

kepada anaknya

seorang anak harus menghormati orang

tuanya, orang yang lebih tua, orang lain

dan makhluk lainnya di dunia, berbakti
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pada leluhur, serta menyembah Hyang
Widi Wasa atau Tuhan Yang Mahaesa
beserta manifestasinya. Rasa hornat
adalah dasar untuk mencapai hubungan
balk dengan sesama, leluhur, dan Tuhan
sebagai Maha Pencipta. Dengan adanya
hubungan baik, akan tercapai

keharmonisan dan keseimbangan antara
buana alit, buana agung, dan Hyang
Wasa yang  akan

kebahagiaan lahir dan batin pada diri

membuahkan

manusia.

Tidak banyak orang luar Bali yang
mengetahui bahwa di beberapa tempat di
Bali ada yang mempunyai kebiasaan
"beda", yakni seorang suami memasak
makanan untuk keluarganya setelah
selesai bekerja di sawah, sedangkan
istrinya berjualan di pasar sampai sore
hari. Ini merupakan bentuk pembagian
kerja (division of labour) yang bertitik
tolak dari situasi. Jika orang luar-
termasuk para pengamat dan peneliti
sejak awal di kepalanya sudah terpola
dengan konsep umum pembagian kerja
secara seksual (sexual division of
labour) (Beneria, 1979;Budiman, 1981),
apa vang bisa dikatakan mereka tentang
realitas "lain" ini. Di sini terbukti bahwa
tidak selamanya pandangan mengenai
kultur patriarki  dapat tepat
digeneralisasikamintuk dikenakankepada
setiap etnis atau kelompok komunitas.

Untuk melaksanakan ajaran agama

34

Hindu, biasanya perempuan sibuk
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menylapkan dan membuat sesajenuntuk
dipersembahkan kepada para Dewa dan
Sang Hyang Widi Wasa, di samping
kewajibannyasehari-hari sepertitersebut
di atas. Apabila upacara agama yang
dilaksanakan itu upacara besar yang
melibatkan keluarga besar atau
masyarakat di sekitarnya, tugas
perempuan hanya membuat sesajen
(banten), sedangkan vyang mengatur
jalannya upacara, mempersiapkan
upacara, bahkan memasak serta
menyajikan makanan adalah laki-laki.
Y ang terlibat di sini tidak hanya suami-
istri, tetapijuga anak-anak yang sudahakil
balig.

Keluarga mendambakan adanya
anak laki-laki karena anak laki-laki
dianggap dapat meneruskan keturunan
(purusa), membantu orang tua waktu
usianya lanjut, dan membantu
membukakanpintuke sorgabila orangtua
telah meninggal. Kalau sudah menikah,
anak perempuan akan mengikutl
suaminya. Keadaan ini menyebabkan
orang tua lebih meletakkan harapan
sepenuhnya pada anak laki-lakinya
Belakangan ini keluarga Hindu Bali
memberikankesempatan yang sama pada
anak-anak perempuandan laki-laki dalam
mengenyam pendidikan formal karena
merekatidak lagi mempunyai pandangan
seperti zaman dahulu bahwa merasa rugi
memberi pendidikan formal vang tinggi
kepada anak gadisnya karena toh akan
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menjadi milik  keluarga suaminya.

Dengan pendidikan informal yang
lebih
menekzmku anak perempuannya tinggal
di rumah untuk membantu orang tua
menyelesaitkan  urusan rumah tangga,
tidak boleh bebas keluar rumah di luar

sekolah seperti anak laki-laki.

diterima di rumah, orang tua

jam-jam
Akan tetapi, orangtua Bali tidak pernah
menanamkan konsep perempuan sebagai
yang  mempunyai

kaum lemah

kemampuan kurang dibandingkan dengan

laki-laki. Para orangtua akan
mengajarkan nilar bahwa laki-laki dan
perempuan mempunyai tugas masing-

masing yang berbeda, tetapi mempunyai
kempuem yang sama.

Orang tua menanamkan  kepada
anaknya rasa pengabdian pada keluarga
dan adanya hukum karma yang dapat
mengenal semua orang. Kalafganak gadis
telah menikah, apa pun yang terjadi harus
diterima dengan lapang dada sebagai
suatu karma. Keluarga adalah di atas
segalanya, sehingga kebutuhan anak
harus lebih didahulukan  daripada
kepentingan pribadi. Oleh karena itu,
perceraian, misalnya, merupakan tindakan
yang menjatuhkan martabat keluarga asal
gadis tersebut.

Sejak atci] ditanamkan
anak-anak agar menjunjung tinggi harga
dirt dan martabat keluarga dengan
anak gadisnya

sudah

pada diri

mengharuskan bekerja

agar nanti kalau menikah tidak

memalukan nama baik keluarga Kalau

anak perempuan menikah-demikian
orangtua mendidiknya-jangan menjadi
orang yang hanya menerima uang belanja

dari suami untuk menghidupi keluarganya;

1a  harus 1kut aktif membantu suami
menambah  keuangan keluarga; juga
ditanamkan sebuah konsep kerja bahwa

semua pekerjaan itu mulia asalkan tidak
menyalahi masyarakat.
Pekerjaan yang dilakukannya hendaknya

O - IOV

sesual  dengan  kemampuan  vang
dimilikinya. Dasar inilah yang mendorong
perempuan Bali bekerja,

harga diri sebagai perempuan

yaitu karena
yang tidak
mau hanya mengandalkan jerith payah

suami  serta sebagar  istr1  merasa

berkewajiban menambah keuangan

keluarga. sedangkan sebagian kecil

membert  alasan  demi  karier, untuk
bebas  dari
lingkungan keluarga. Jadi, mereka-para
Bali 1tu-bekerja
bukan karena dipaksa oleh suaminya
atau keluarga suaminya.

Dengan demikian, dari keluarganya
yang beragama Hindu anak perempuan
Balisudah mendapat pengarahantentang:
pentingnya menjunjung tinggi harga diri
dan martabat keluarga, kesediaan
mengabdi pada keluarga, kesadaran akan
adanya hukum karma, dan kesadaran
bahwa setiap orang mempunyai tugas
dalam hidupnya. Pendidikan di Bali tidak
menekankan bahwa perempuan adalah

mengisi  waktu, dan agar

perempuan keras




kaum lemah. Dalam perspektif kultural
Bali,
harga

perempuan
dir1
perempuan,

harus hidup dengan

sesual dengan emansipasi

tanpa melupakan segi-segi

estetik  dan tanggung jawab pada

keluarga. Tidak ditanamkan pada dir1 anak
bahwa laki-laki adalah kompetitor

(pesaing) dalam hidup. Anak-anak

membuktikan hal ini darikehidupanorang
tuanya yang harmonis; anak-anak akan
menyaksikan setiap hari bahwa setiap
orang berkewajibanmengembantugasnya
dalam rumah tangga dan di dalam
masy arakat. Inilah realitas berabad-abad
pada masyarakat Bali.

Pada umumnya orang berpendapat
bahwa kalau seorang istri bekerja, waktu
untuk mengasuh anak dan mengurus
rumah tangganya berkurang dan hal ini
dapat menimbulkan banyak masalah
dalam keluarga karena kelebihan beban
pada perempuan. Namun, ada yang
berpendapat bahwa kalau perempuan
sudah bekerja di luar umah, tugas laki-
laki di rumah akan meningkat. Di
beberapa tempat di Bali ada yang
mempunyai kebiasaan bahwa seorang
suami melakukan pekerjaan memasak
makanan untuk keluarganya setelah
selesai bekerja di sawah karena istrinya
berjualan di pasar sampai sore hari. Di
siniterjadi "pengalihan beban" pekerjaan
rumah dari istri ke suami. Bagaimanakah
kenyataan ini dipersepsi oleh orang luar
Bali? Bagaimana pula realitas ini diberi

makna (dunterpretasikan) oleh para
pengamat asing?

Selama perempuan bekerja, yang
mengerjakan pekerjaan rumah tangganya
adalah anggota keluarga lainnya yang
sempat. Tampaknya keluarga inti sudah
mulai gotong royong menyelesaikan
kehidupan sehari-hari karena kesulitan
mendapatkan atau mempunyai pembantu
rumah tangga atau sanak keluarga
lainnya. Tingginya biayahidup yangtidak
seimbang dengan pendapatan memaksa
banyak keluarga inti baru yang belum
mapan dalam keuangan untuk belajar
menghidupidirinya sendiritanpabantuan
pembantu. Ada sebagian perempuan
yang harus mengerjakan seluruh
pekerjaan di rumahnya dan sebagian
perempuan lainnya dibantu sepenuhnya
olehpembanturumah tangga,ipar,mertua,
orang tua, atau keluarga lainnya.

Urusan di luar keluarga, seperti
urusan denganbanjar atau keluargabesar,
semua dilaksanakan oleh laki-laki.
Perempuan hanya menyampaikan
pendapatdan pemikirannyamelalui suami
karena yang menjadi kepala rumah
tangga adalah suami. Pertemuan-
pertemuan di masyarakat hanya dihadiri
oleh kepala rumah tangga. Dengan
adanya program PKK , perempuan mulai
dilibatkan dalam aktivitas di banjar,
terutama dalam menerima pengetahuan-
pengetahuan yang sebagian besar
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berhubungan dengan pekerjaan untuk

menyejahterakan  keluarga.

Pandangan perempuan yang
menganggap laki-laki sebagai partner atau
bukan
atau pesaing dalam meniti karier-adalah
modal
ketenangan dalam pekerjaan. Kedudukan
tidak
perempuan karena iba belas kasihan, atau

mitra dalam kerja-dan musuh

besar untuk  terciptanya

dalam  kariernya diperoleh
supaya dikatakan pemerintah Bali telah
menjalankan emansipasi, tetapi memang
karena perempuan itu mempunyal
kemampuan untuk menempati pekerjaan
itu. Dengan adanya pandangan ini, kiranya
daerah Balh
perebutan
laki-laki
pembangunan

jelas bahwa pembangunan
tidak

kekuasaan

didasarkan atas
dan
Bali

oleh lelaki dan perempuan

antara
perempuan;
digerakkan
sebagai mitra kerja

yang  sejajar.

Kelihatannya ini seperti normatif ideal,
tetapi sesungguhnya inilahrealitas Bali itu!

P@@n ganda pada perempuan Bali-
Hindu telah tertanam sejak kanak-kanak.
Pola asuh dan budaya masyarakat
mengarahkan perempuan untuk berperan
ganda dalam hidupnya. Peremp{ggn Bali
tidak merasakan peran ganda sebagai
beban, tetapi sebagai suatu pengabdian
untuk keluarganya sendiri di samping
menjagaharga diri dan martabatkeluarga
asalnya. Perasaan ini dapat menjadi
ketenangan dalam keluarganya sendiri.
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Dengan demikian, tidak terjadi benturan
antara suami dan istri dalammenjalankan
tugas rumah tangganya Ketenangan
dalam keluarga akan menciptakan
ketenangan dalam masyarakat. Kondisi
ini sangat membantu dalam melancarkan
jalannya pembangunan di Bali.
Emansfg@asiakan dapatdinikmatioleh
perempuan dalam segala lapisan apabila
kebanyakan perempuan dapat mencapai
pendidikan formal samadengan laki-laki.
Perjuangan perempuan dalam emansipasi
bukan untuk mendapatkan belas kasihan,
tetapi ingin memperoleh kedudukan dan
penghasilan atas dasar kemampuannya.
Kiranya perjuarigan emansipasi di Bali
tidak meninggalkan tugas perempuan
sebagai ibu dalam rum.ahtangga. Di Bali.
emansipasi berjalan secara pelan, tetapi
pasti,tanpadisertaidengan benturanyang
meresahkan masyarakat. Laki-laki dan
perempuan yang mempunyai kedudukan
dan kemampuan sama memperoleh
penghasilan yang sama. Keadaan ini
dapat terlihat pada tenaga kerja yang
bekerja sebagai tenaga profesional,
teknisi dan sejenisnya, dan tenaga
kepemimpinan. Namun mereka yang
bekerja sebagai tenaga usaha penjualan,
tenaga produksi, tenaga usaha pertanian,
dan buruh kasar lainnya, vyang
mengandalkan tenaga keterampilan
mendapat penghasilan jauh lebih rendah
daripada laki-laki Alasan yvang diberikan
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oleh pengusaha atau yang menggaj

mereka adalah tenaga perempuan lebih
lemah dari (gki-laki.

Agar dapat berperan aktif dalam
pembangunan sejajar dengan kaum laki-
laki, perempuan Bali harus tetap
mengikuti perkembangan zaman dengan
meningkatkan  kemampuan melalui
pendidikan formal. atau nonformal
Aktivitas perempuan Bali dilak:ukan tidak
hanya untuk meningkatkan kesejahteraan
saja, tetapi juga untuk
menyejahterakan

keluarganya
dirinya sendiri tanpa
meninggalkan
Bali.
Tahun
perempuan

identitas  sebagai orang
Dilihat dar1 Sensus Penduduk Bali

2000 dan peran ganda
Bali Hindu di atas, dapat
dikatakan bahwa peran perempuan Bali

surval

dalam pembangunan di daerahnya sangat
besar. Tenaga kerja perempuan, vyang
43% dari jurnlah

tenagakerja di Bali, memberi sumbangan

jumlahnya mencapai
yang seimbang dengan tenaga kerja laki-
laki dalam pembangunan Bali. Tenaga

kerja perempuan berperan di segala
lapangan dan jenis pekerjaan sebagaimana

kaum laki-laki. Tenaga kerja perempuan

banyak terserap dalam sektor
perdagangan, rumah makan, hotel.
Namun, dalam sektor pekerjaan yang

menuntut profesionalisme lebih tinggi.
misalnya sebagal tenaga profesional,
teknisi., manajer, dan yang sejenis,

perempuan jauh tertinggal dari laki-laki.
Kemungkinan hal inidisebabkanoleh lebih

sedikitnya jumlah perempuan vang
merniliki tingkat pendidikan sampai di
perguruan tinggi dibandingkan dengan
yang dicapailaki-laki(perempuan39% dan
laki-laki 5% )-atau memang perempuan
kurang berminat mengambil posisiitu.
Emansipasiakandapatdinikmatioleh
perempuan dalam segala lapisan apabila

jurnlah perempuan yang dapat mencapai

pendidikanformal samadengan laki-laki.
Keberhasilanperjuanganperempuan Bali
tidak terjadi karenaiba dan belas kasihan
pihak lain . tetapiterjadikarenaperempuan
ingin memperoleh kedudukan dan
penghasilanberdasarkankemampuannya.
Kiranya perjuangan emansipasi di Bali
tidak meninggalkan tugas perempuan
sebagai ibu rumah tangga.

Dalam keseharian perempuan Bali
tampak tegar, seakan mengambil
perannyamelebihiperan yang seharusnya
ia lakukan. Di rumah ia sebagai
perempuan, sehagaiistri, sebagaiibu,dan
kadang-kadang juga sebagai "bapak".
Dengan dernikian, anak-anak mereka
melihat ibunya-kaum perempuan-
adalahperempuankuat.baik fisik maupun
mental. Jarang anak-anak Bali melihat
ibunya cengeng, menangisi nasibnya.
Merekalebih sering menyaksikan ibunya
sehari-hari sebagai perempuan pekerja
keras, perempuan kuat, tegar, karena
menerimahidupnya sebagai suatu karma
yang harus dijalani. Dalam kondisi
ketiadaanpilihankecualimenerimakarma
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tersebut, perempuan Bali berusaha

berbuat sesuatu untuk dapat memperbaiki

karma berikutnya untuk dirinya dan
keluuamyu.
Bagi perempuan  yang sudah

menikah, seluruh hidupnya diperuntukkan
bagi keluarganya, yakni anak-anak dan
sedangkan yang
memberikan

SLIE[['I'Iil'I}"El._ perernpuan

belum menikah akan
hidupnya untuk keluarga, yaitu orang tua
dan  saudara-saudaranya. Karena
hidupnya adalah untuk keluarga, 1a akan
berjuang untuk keluarganya; dengan atau

tanpa dirninta suami, istri akan membantu

suami menghidupit  keluarganya sesuai
dengan kemampuannya. Kalau tidak
memiliki keahlian apa-apa, disamping

mengerjakan pekerjaan domestik, yakni
mengurus urusan rumah tangga, ia juga
membantu pekerjaan Kalau
1a akan

suaminya.
mempunyal  keahlian

rnenggunakan keahliannya ini [htuk

tertentu,

rmendapatkan uang. Kerja baginya adalah
mempertahankan harga diri dan martabat
keluarga asal tempat dia dilahirkan.
Perempuan Bali bukan orang vyang
pemalas yang hanya mampu
menengadahkan tangan, mengatur apa
yang diberikan suami. Perempuan Bali
adalah perempuan kreatif yang mampu

mengusahakan sesuatu untuk bersama-
sama membangun rumah tangga.
Keadaan 11 sering membuat laki-laki

menganggap hal i1 sebagal sesuatu yang
lumrah kalau perempuan mandiri dalam

segala hal.

Bah
sama

tua i
memberikan kesempatan yang

Banyak  orang

untuk mengenyam pendidikan di sekolah
buat laki-laki
perempuan. bebas

antara lelaki perempuan dalam mencapai

anaknya apakah atau

Persaingan terjadi
prestasi sekolah. Bintang-bintang kelas
lebih banyak disandang oleh perempuan.
dan laki-laki
lebih  banyak
untuk belajar,

Cara belajar
berbeda:
menghabiskan

perempuan
perempuan

waktunya
sehingga wajar 1a mencapai prestasi lebih
laki-laki. Akt vitas
dalam dan

tinggi daripada

Perernpuadan Organisdsi

masyarakat agak kurang, sehingga

kesempatan perempuan untuk

mengembangkan daya nalarnya kurang
laki-laki. Padahal

menjadi seorang pemimpin-apakah

dibandingkan untuk
pernimpin dalam rumah tangga atau di

pekerjaan-diperlukan kemampuan lain

vang hanya mungkin diperoleh dari
pengalaman bermasyarakat.

Keterlibatan  kaum perempuan
dalam dunia politik di Bali sebenarnya
sudah tampakjelas sejakzaman kerajaan-
tokoh
tercantum  dalam
baik

maupun sebagai pendamping raja. Hal im

kerajaan Bali Kuno. Banyak

perempuan  yang

prasasti-prasasti, sebagal ratu

tentu tidak lepas dari pengaruh agama
Hindu yang tidak mentabukan perempuan
untuk terjun dalam dunia politik. Hal i
tampak pula saat

pada pemerintah

kolonial Belanda mengadakan intervensi
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dari
kerajaan-kerajaan di Bali, yang tidak mau
kolonial
Belanda. Pada saat itu juga tampil tokoh-

ke Bali dan mendapat perlawanan

tunduk kepada kekuasaan

tokoh perempuan vang ikut berperang
Belanda.
Perempuan bukan spesialis penjaga dapur.
Pada ketika
membutuhkannya. dengan

melawan pemerintah  kolonial
saatnya, negara
semangat

menunaikan dharma, perempuan Bali akan
turun

gelanggang —bersama mitra

sejajamya, kaum lelaki.

IV. Aspek Penguatan Perempuan

Bali
A. Regulasi

Yang dimaksud dengan regulasi
dalam penelitian ini adalah Inpres No 9/
2000. Keberadaan kebijakan pemerintah
ini bertujuan agar terselenggaranya
perencanaan, penyusunan, pelaksanaan,
pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan
dan programpembangunannasional yang
berperspektif gender dalam rangka
mewujudkan kesetaraan dan keadilan
gender dalam kehidupan berkeluarga,

bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
Pengarusutamaan gender

dilaksanakandengan: analisis gender dan
upayakomunikasi,informasi,dan edukasi
tentang pengarusutamaan gender pada
instansi dan lembaga pemerintahan di
tingkat pusat dan daerah. Dalam
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kaitannya dengan perempuan Bali, aspek
regulasi yang diharapkan adalah regulasi
vangdisesuaikandenganbudaya Bali agar
pemberdayaan dan pengarusutamaan
gender terlaksana dengan baik.

B. Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor
penting dalam kehidupan individu karena
sangat menentukan kualitas sumber daya
manusia (SDM). Semakin tinggi tingkat
pendidikan masyarakat, semakin tinggi
pula kualitas SDM-nya. Secara normatif,
tampak bahwa kebijakan dan program
pemerintah di bidang pendidikan, baik
pendidikan dasar, pendidikan menengah,
maupun pendidikan tinggi tidak
menunjukkanadanyadiskriminasi gender.
Namun, dalam realitasnya kesenjangan
genderdi Bali cukup tinggi, terutamapada

jenjang pendidikan menengah atas dan

perguruan tinggi. Untuk mewujudkan
kesetaraan dan keadilan gender, kondisi
seperti ini perlu diatasi antara lain dengan
melakukan sosialiasi gender di berbagai
lapisan masyarakat, sehingga nilai-nilai
sosial budaya yang bersifat merugikan
atau kurang mendukung kemajuan
perempuan bisa diperbaiki. Data di
bawah ini memperlihatkan bahwa
kesenjangan di bidang pendidikan masih
ada.
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Persentase Pendidikan

Tertinggi Penduduk 10 Tahon ke Atas

di Provinsi Bali menurut Daerah dan Jenis Kelamin, 2004

. 2004

No. ['Iﬂs.ﬂh.?{apg ; ¥

dimiliki Kota Desa
L P Jml L P Jml
| Tidak Tarnat SD 14.67 16.94 15.75 2287 26.65 24.59
2 | SD 2292 29.53 2608 36.79 4252 39.39
3 | SLTP 16.8 17.93 17.34 14.78 14 .27 14.55
4 | SMU 28.18 23.49 26.47 17.22 10 46 14.15
5 | SMK 601 5.06 5.56 4.38 3.36 3.91
6 | DIVD2 275 1.59 2.2 1.3 1.17 1.24
7 | D3/Sariana Muda 1.98 1.39 1.7 0.55 0.55 0.55
8 | D4/S1/52/53 5.67 4.06 49 2.11 1.02 1.61
Jurnlah 100 100 100 100 100 100

Surnber: Statistik Pendidikan Provins: Bali, 2004
Setiap kebijakan dan kegiatan melalui cara yang lebih baik, misalnya

pembangunan vyang dicanangkan akan
dapat mencapai hasil yang maksimal
apabila dalam pelaksanaannya didukung
oleh semua pihak demikianhalnyadengan
upaya pengarusutamaangenderdi bidang
pendidikan.  Sosialisasi gender
dikembangkan tidak hanyadalam tataran
formal kantor atau sekolah namun bisa

dengan membentuk organisasi modem.
Organisasi Putri Bali Sadar (PBS).
misalnya, menjadi wahana modern
pertama bagi kaum perempuan Bali
untuk memperjuangkan nasib kaumnya
dengan memperluas pendidikan dan
memperjuangkan nilai-nilai baru dalam
kesusilaan perikemanusiaanmenuju pada

dikembangkan dalam pendidikan di usaha meninggikan derajat  kaum
keluarga dan masyarakat luas. perempuan.
Aktivitas kaum perempuan Bali

C. Organisasi

Pendidikanmodem yangdiintroduksi
oleh pemerintah kolonialBelandadi Bali
ternyata membuka mata masyarakat,
termasuk kaum perempuan, untuk
melakukan perlawanan kepada penjajah

dalam bidang politik terus tampak pada
masa perjuangan kemerdekaan. Mereka
turut mempertahankan kemerdekaan
pada masarevolusi fisik hingga di zaman
kemerdekaan.

Pada masa pemerintahan Orde Baru
terjadi usaha yang sistematis untuk
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mendelegitimasi  partisipasi

dalam kegiatan-kegiatan

perempuan
politik. Dengan
menggunakan
Orde Baru

ideologi gender yang mendasarkan
lbuisme |

konsep kodrat, pemerintah

mengkonstruksi sebuah

diri
pada sebuah paham yang
melihat kegiatan ekonomi perempuan
sebagaibagian dari perannya sebagai ibu
dan partisipasi perempuan dalam politik
sebagai hal yang tidak layak. Dalam
usahanya rnemperkuat politik gender
pemerintahOrde Baru merevitalisasidan
mengelornpokkan organisasi-organisasi
perempuanuntuk membantu pemerintah
dalam menyebarluaskan ideologi gender
seperti: Dharma Perempuan, Dharma
Pertiwi, dan Pembinaan Kesejahteraan
Keluarga Ketiadaan organisasi yang
independen bagi kaum perempuan
mengakibatkan kaum perempuan
khususnya di Bali berada dalam posisi
tersubordinasi dan terpinggirkan dalam
dunia politik selama rezim Orde Baru
berkuasa.

Bali yang dikenal sebagai Pulau
Dewata, merupakan salah satu propinsi
kebanggaan bangsa Indonesia.
Masyarakatnya vyang dikenal ramah
dengan budayanya yang tinggi membuat
Bali menjadi pusat tujuan para turis
mancanegara dan  turis lokal.
Membanggakan juga (bagi masyarakat
Bali) sekaligus ironis (bagi bangsa
Indonesia)bahwaBali lebh dikenal dunia
ketimbang Indonesia. Ini menunjukkan
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bahwa Bali menyimpan potensi wisata
luar biasa yang dapat menyedot minat
wisatawan dari seluruh penjuru dunia.
Sebagaimana telah diketahui
bersama, peristiwa Tragedi Born Bali I
dan II, vang cukup banyak menelan
korban jiwa, telah membuat bangsa
Indonesia, khususnya rakyat Bali.cukup
menderita. Berkurang drastisnya jumlah
turis yang datang di Bali tentu membawa
B mpak cukupsignifi kabagi pendapatan
daerah dan khususnya pendapatan
masyarakat perajin dan pedagang kecil
menengah. Meskipun demikian,dengan
semangat dan kegigihan masyarakatnya,
Bali dapat bertahan. Hal ini juga
merupakan hasil kerja keras dari
perempuan Bali melalui organisasi-
organisasi wanitanya yang bekerja sama
dengan pemerintah daerah secara bahu-
membahu dalam melaksanakan program
pemberdayaan ekonomi yang ditujukan
bagi kesejahteraan masyarakat.
Organisasi perempuanBali saatini-
seperti Dewan Kerajinan Nasional
Daerah (Dekranasda) dan Iwapi (lkatan
Wanita Pengusaha Indonesia) dapat
menjadi asisten atau pembina bagi para
perajin, khususnya perempuan perajin,
terutama dalam memberikan akses
kepada permodalan dan pemasarannya.
Dengan demikian, mereka dapat
berkembang lebih maju dan dapat terus
meningkatkan produktivitas, kreativitas,
serta inovasi anggotanya, dan pada
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juga meningkatkan

kesejahteraannya, schingga kelak dapat
menjadi mitra pemerintah yang mandiri
dalam mengangkat
perekonomian  daerah  yang akan
berdampak positif bagi peningkatan

ekonomi nasional.

Melalui program-program
pemberdayaan masyarakat yang
dilakukan oleh organisasi perempuan,
misalnya  Dharma  Wanita, dalam
membantu pemerintah guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakatnya,
Dekranasda dan PKK sudah mulai aktif
kembali terutama dalam pemberdayaan

gilirannya

terutama

ekonomi  perempuan, revitalisasi
Posyandu, dan program (§Jesejahteraan
keluarga. Demikian juga dengan
kehadiran Dharma Wanita dengan

program pf:ncaikannya (pemberantasan
buta aksara)., semua anggota masyarakat
yang tergabung dalam organisasi wanita
atau pun secara individu telah membantu
pemerintah dengan program pem-
berdayaan masyarakat.

Karakter perempuan Bali yang koh
ngomong kurang memiliki keberanian
(malu-malu)dalam menunjukkan bahwa
sesungguhnya mereka mampu. Hal ini
masih ditemukan pada perempuan Bali.
Sitat tersebut merupakan tantangan yang
sangatmenantangditujukankepada LSM
(lembaga swadaya masyarakat) yang
bergerak dalam pengorganisasian
perempuan agar tujuan organisasi yang
sesungguhnyabisa tercapai.

D. Kesempatan Karier

Peluang kerja di Iuar pekerjaan
domestik cukup banyak buat perempuan,
apalagi setelah Bali dinyatakan sebagai
daerah pariwisata. Kalau hanya sebatas
menjadipekerja.pendidikansekolahyang
meningkatkan pengetahuan perempuan
sudah memadai. Tetapi. kalau ada
keinginan untuk mendapatkan peluang
lebih besar dan lebih tinggi. diperlukan
kemampuan  berorganisasi dan
bersosialisasi. Kemampuan membaca
peluang tidak hanya diperoleh dari ilmu
pengetahuan, tetapi bisa juga dari
kreativitas seseorang yang harus dilatih
sejakdini.

Karier adalah keahlian yang
diamalkan di masyarakat atau dijadikan
sumber kehidupan. Umumnya karier
bertujuan mendapatkan sejurnlah uang
sebagaipendukung diri atau keluarganya,
sebagai usaha seseorang mengembang-
kan dan memajukan dirinya dalam
menjalani suatu pekerjaan untuk
mendapatkan suatu penghargaan atau
penghasilan. Jika demikian, sesungguh-
nya peluang perempuan untuk memasuki
dan mengembangkan kariemya cukup
lapang. Akan tetapi, banyak perempuan
tidak menyadari bahwa apa pun yang
dilakukan itu bisa dianggap dan
dimasukkan sebagai karier sepanjang
mereka mau berusaha meningkatkan
kemampuannya, mempergunakan
kemampuannya untuk mendapatkan
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sesuatu. Selama 1n1 banyak
Bali) vang
beranggapan bahwa karier hanya sebatas

suatu pekerjaan

orang
(termasuk  perempuan
yang bisa diperoleh di

bidang politik, ekonomi, seni. dan
umumnya dihubungkan dengan pekerjaan
di kantor, pemerintahan, atau perusahaan.
Tentu saja, pandangan ini terlalu sempit.
Padahal, sebagai 1bu rumah
tangga pun bisa diangkat sebagai sebuah

karier-dan

pekerjaan
bukan hanya merupakan
tugas-kalau mau membekali diri dengan
pengetahuan luas seperti kepemimpinan,
psikologi  perkembangan, memasak,
sampai ke menata kebun, dll. Pekerjaan
ini sudah menjadi pekerjaan profesional
yang menjanjikan.
Tidak diragukan
perempuan

lagi daya juang
Bali untuk melangsungkan
kehidupan. Amat jarang perempuan Bali

tidak
perempuan

pengangguran  atau bekerja.
Setidak-tidaknya, Bali
membantu meringankan beban keluarga
dalam hal penghasilan dan ekonomi.
Karier yang dimaksudkan di sini adalah
baitk di dalam
mening galkan

karier yang dikerjakan

rumah maupun rumabh.

Fenomena membuktikan
bahwa

perempuan

di lapangan
apabila  ada
Bali tidak
kesempatan  itu.

kKesempatan,
akan menyia-
nylakan Sepanjang
keberanian dan
tidak terlalu mempermasalahkan aspek

sosial budaya atau tidak menganggap

perempuan itu memiliki

sosial budaya sebagai hambatan, selama

itu pula perempuan Bali berpeluang besar
untuk mengembangkan kariemya.
V. Aspek Pengembangan Budaya/

Adat
A. Hukum Waris

Sistem kekerabatan patrilineal pada
dasarnya memandang bahwa anak laki-
laki mempunyai nilai lebih tinggi dan lebih
penting dalam kehidupan keluarga
dibandingkan dengan anak perempuan.
Anak laki-laki dianggap sebagai penerus
keturunan dan sebagai pewaris sehingga
harapan keluarga baik
dalam hal ayahan (kewajiban di desa
adat), pemeliharaan di tempat suci,
pengabenan (pembakaran mayat) adadi
pundak anak laki-laki. Sementara anak
perempuantidak mempunyai kewajiban
vang demikian karena setelah anak
perempuanmenikah maka secara hukum
adat Bali dianggap putus hubungan atas
hak dan kewajibannyaterhadap orang tua
kandungnya dan selanjutnya menjadi
tanggung jawab suaminya. Hukum adat
waris Bali memuat peraturan-peraturan
yang mengatur proses pengoperan
barang-barang harta benda dan barang-
barang vyang tidak berwujud benda
(material dan immaterial) dari suatu
angkatan manusia/generasi kepada
turunan laki-laki dan perempuan yang
berstatus laki-laki (purusa). Menurut
ketentuan awig-awig (peraturan), dapat
diketahui bahwa ahli waris adalah
keturunan laki-laki dan penggantian

di masa depan
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tempat dalam warisan yang juga melalui/
mengutamakan laki-laki. Secara
awig-awig
- patrilinieal dan
menunjukkan ketentuan yang bias
gender/bias laki-laki. Ketentuan
normatifnya sebagai semacam produk
hukum positif menampakkan ketentuan
vangdiskriminatif.

Ahli waris mempunyai hak terhadap
harta warisan dan selanjutnya juga
berkewajiban untuk:

I. menerima serta mengusahakan
warisan dari leluhurnya dengan
kewajiban untuk  memelihara
pemerajan (tempat pemujaan/
tempat sembahyang), membuatkan
upacara, serta mengganti avah-
avahan (kewajiban) pewaris;

2. melaksanakan upacara
vadnya untuk pewaris;

3. membayar hutang-hutang pewaris.
Dengandernikian,menjadiahli waris,

yang menerima harta  warisan,
sesungguhnya tidak berarti enak. Dalam
hukumwaris Bali. ahli waris bukanhanya
mewaris hak, tetapi juga mewarisi
kewajiban. Bahkan, lazimnya menurut
nilai etika Bali, kewajiban sebagai ahli
waris harus lebih didahulukan daripada
hak.

Dilihat dari segi harta warisan, ada
sistem kewarisan kolektif dan individual.
Pada sistem kewarisan kolektif harta
warisan diwarisi secara bersama-sama

garis
substansial, ketentuan

terse but bersifat

pitra

oleh para ahli waris, seperti harta pusaka.
kekayaan vyang bemilai religius, harta
kekayaan keluarga vyang berupa duwe
tengah (milik keluarga besar) dalam satu
lingkungan sanggah gede (keluarga
besar).

B. Partisipasi/Kesempatan Bicara

Dalam konteks lingkungan Bali.
hukum adat masih dominan berlaku. Di
banjar(desa adat), tidakada anggota inti
perempuan. Hal ini akan berdampak tidak
akan pernah ada perempuan yang ikut
terlibat mengambil keputusan di banjar.
Perempuantidak pemah disertakandalam
sangkep  banjar (rapat desa).
Sebenamya ada istilah sentana rajeg
atau kawin nyeburin, wanita berstatus
sebagai pria, begitu pula sebaliknya.
Namun, dalam adat-istiadat Bali, lelaki
akan tetap menjadi anggota banjar,
Dengan kata lain, meskipun status
perempuan sebagai 'purusa (laki-laki).
tetap saja laki-laki yang menghadiri
sangkep banjar tersebut.

Nab, dalam paruman-paruman
(rapat-rapat mengenai adat) banjar,
perempuan tidak pemah diikutsertakan.
Kalau memang perempuan di banjar itu
punyapernikiran-pernikiranmoderat yang
bisa diadopsi untuk menyusun suatu
kebijakan, kenapa tidak? Ke depan
@icstinya ada terobosan seperti itu.
Legislator perempuan sedikit suaranya,
baru beberapa orang perempuan menjadi
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anggota DPRD di provinsi
kabupaten/kota  di Bali.
mereka yang segelintir tersebut mampu

maupun
Seharusnya

menunjukkan
yang
masyarakat, namun nyatanya hampir tak
berp@n.

D1 Bali, peran perempuan dikalahkan
adat yang sangat kental dan tidak bisa
lepas adat
Bali akan tersingkir sedikit demi sedikit
Jika perempuan berperan penuh bekerja

kinerja sebagai anggota

legislatif membawa  aspirasi

dari perempuan. Anggapan

di sektor pemerintahan.

Bagaimana agar adat dan pfffempuan
sama-sama jalan perannya? Di banjar
tidak ada peraturan perempuan tidak
boleh ngavah banjar, tetapi umumnya
yang sangkeplaki-laki. Kondisiini masih
menandakan bahwa kaurff§ laki-laki
mendominasi perempuan. Perspektrif
gender. tidak melihat hanya
perempuannyatetapijuga laki-lakisebab
kepentingan keduanya sama, baik
penfiikanmaupun sebagai tenagakerja,
dll. Saat ini hampirtak ada keluargayang
hanya bisa hidup dari satu sumber
pendapatan> Harus kedua-duanya yang
berjuang untuk semua kebutuhan.
Memang suami istri merupakan satu
kesatuan namun bukan dalam bentuk istri
mengurus rumah tangga saja dan suami
berkiprahdi luar rumah.

C. Personifikasi Dewi/Simbolisasi

Perempuan

Menurut kepercayaan Hindu Bali,
dewa adalah manifestasi Ida Sanghyang
Widhi Wasa (Tuhan Yang Mahaesa).
Dalam manifestasinya fffewa memiliki
sakri (istri), yaitu dewi. Masyarakat Bali
memandang bahwa para dewa dan dewi
itu mendapatkan penghargaan sama dari
penganutnya. Tidak ada yang
memandang Dewi Saraswati, misalnya,
lebih rendah dari suaminya, Dewa
Brahma. Semuanya dihormati sama
bergantung  pada postsi dan
kemampuannya.Jadi, di masyarakat Bali
tidak ada perbedaan dalam peranan
antara perempuan dan laki-laki yang
berbeda hanyalah fungsinya.

Dalam kehidupan sehari-hari, |
masyarakat memberi penghargaan yang
besar pada perempuan. Hal ini dapat
dilihat dari pemujaan vyang ditujukan
kepada dewi vyang dianggap dapat
membantukehidupanmanusiadiduniaini.
Pemujaan sebagai tanda bakti dan terima
kasih dipersembahkan untuk Dewi Sri
(dewi padi) yang merupakan sumber
kehidupan manusia.

Pemujaan sebagai tanda bakti dan
terima kasihjuga ditujukan kepada Dewi
Saraswati (dewi pengetahuan) yang
dilambangkan sebagai seorang bertangan
empat, berdiri di atas bunga teratai. la
merupakan simbol perempuan yang hams
diteladani karenadengan tasbih ditangan
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pertama, 1a rnenyembah Hyang Widhi 1)

Wasa, dengan daun lontar di tangan
kedua 1a mendalami ilmu pengetahuan,
dengan alat musik di tangan ketiga 1a

menikmati  dan mengumandangkan

keindahan dan seni, dan dengan sekuntum
bunga ditangan keempat 1a menyebarkan
Dewi

keharuman dan kelembutan.

Saraswati berdiri di atas bunga teratai

melambangkan 1a sebagai perempuan
mampu berdiri di dalam situasi apa pun.

Dewi Durga, istri Dewa Siwa,
mempunyal  kekuatan magis yang luar
biasa yang dapat memberi kekuatan dan
menghancurkan kehidupan ini. SriSedana
merupakan  Dewi Uang yang
mempengaruhiperekonomian seseorang.
Pemujaan yang dilakukan masyarakat
Hindu terhadap dewi-dewi itu
menggambarkan bahwa masyarakatBali  2)
Hindu memberi penghormatan dan
pemujaan vang sama terhadap dewi dan
dewa. Keduanya mempunyai [ §gas dan
kemampuan yang berbeda. Demikian
juga dalam cerita pewayangan, arja,
topeng, dan cerita-cerita rakyat banyak
ditonjolifgh peran perempuan yang
tangguh, mandiri, berpengetahuan luas,
dan mampu menjadi permaisuri atau ratu
yang disegani oleh rakyatnya.

VI. Model KebijakanPemberdayaan
Perempuandi Bali

Berdasarkan pembahasan di muka, dapat

ditarik model kebijakan perempuan Bali

sebagai berikut.

Kebijakan pemerintah terhadap
pemberdayaan perempuan telah
diupayakan sedemikian rupa dari
tingkat Presiden, Kementerian
Negara Pemberdayaan Perempuan
di pusat, provinsi, dan di kabupaten/
kota, namun kebijakan tersebut
belum menunjukkan basil vyang
signifikan. Di Bali sendiri temyata
belum ada Regulasi (Perda) yang
mengatur tentang gender. Praktis,
kesenjangan  gender dalam
pemberdayaan masih  terjadi,
sehingga kebijakan publik tentang
pemberdayaan perempuan harus
terns diimplementasikan  dengan
makin membuka peluang untuk
terlibat  berpartisipasi setiap
stakeholder.

Telah terjadi perubahan persepsi dan
konsepsi perempuan Bali tentang
konsep dirinya. Sejauh ini mereka
tidak melakukan gerakan secara
ekspresif dan atraktif. Perubahan
budaya dan sikap perempuan terjadi
secara evolusioner yang adaptif
terhadap  pengaruh global.
Perubahanitu tidak inengubah sistem
budaya yang mereka pegang dan
anut. Perubahan tersebut terjadi
pada sisi perilaku mereka dengan
pergerakan secara alamiah. Bagi
perempuan Bali, gerakan feminisme
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yang dilakukan secara terbuka,
radikal, dianggap tabu dan
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bertentangan dengan ajaran agama,
budaya. dan adat istiadat. Mereka
lebih memilih pergeseran peran

perempudn SECHrd

diam-diam.

namun berdaya efektuf dan semakin
kuat di ranah publik dengan tidak

mm AW
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-

merusak
bersarna,

sistem  yang  dianut
sehingga pada akhirnya

diakui dan diterima oleh masyarakat.

Dengan dernikian model kebijakan

pemberdayaan perernpuan Bali tersajikan
sebagai berikut:

Gambarl
Model Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Bali
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E{Jses kebijakan. Hubungan mekanis ini

memungkinkanproses kebijakan bergulir

mengingat aksi seorang aktor atau suatu

agensi/lembaga/organisasi akan direaksi

oleh pihak yang lain. Ini berarti bahwa:

) Yang perlu dirumuskan dalam
rnekanisme bukan hanya kausalitas
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normatif (entah mengikuti norma

demokrasi, norma masyarakat lokal
apa) juga
kausalitas aksi-reaksi. Sebagaimana
dicontohkan di atas, proses kebijakan

atau norma namun

pemberdayaan perempuan Bali tidak
bergulir manakala mekamsme baru
yang dirumuskan dalam UU/Perda
tidak diyakini masyarakat akan bisa
diterapkan. Kalau mereka tetap saja
apatis terhadap mekanisme yang ada
maka dominasi pejabat dalam proses
kebijakan tetap berlangsung, dan
agenda pengembangan partisipasi
akan gagal.
Mekanisme tidak cukup difahami
secara tatanan prosedural, namun
juga perangkat antisipasi dinamika
Tidak adanya mekanisme
yvang jelas menyebabkan
kebijakan sarat dengan konflik dan
kekerasan. Dengan adanya
mekanisme yang baku dan diterima
dan diakui para pelaku, maka masing-

sosial.
proses

masing yang terlibat dalam proses
kebijakan bisa mengadu siasat,
namun pada akhirnya dia hams
tunduk pada apapun yang dicapai
dalam
Sebaliknya, kesalahan masa lalu
yvang melebih-lebihkan
sarnpai-sadan

mekanisme tersebut.
arti penting
mekanisme
menganggap mekanisme tersebut
berubah sekedar sebagai formalitas,

perlu dihindari.
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Pengembangan partisipasi  harus
menjangkau aspek supply (peluang
untuk berpartisipasi) maupun aspek
demand (gerakansosial-politik untuk
ikut mempengaruhi keputusan
kebijakan pemerintah). Hal ini hanya
bisa ditegakkan kalau: (1)
pemerintah maupun masyarakat
sanggup menegakkan aturan main.
Mekanisme itu sendiri pada dasamya
adalah aturan main (2) modal sosial

yvang ada selama rm ikut
didayagunakan
Kedua, prinsip  pengelolaan

perubahan sosial. Dalam hal ini ada
dua persoalan:

Apakah kita mulai dari level mikro
(aktor) untuk mengubah mekanisme,
ataukah sebaliknya, sejumlah
perubahan makro ditempuh duluan
untuk memungkinkan kiprah pada
level mikro bisa berlangsung mulus.

, Sebagai mana telah dikemukakan,

mekanisme model kebijakan
gamberdﬂ}raan perempuan Bali
didudukkan sekedar sebagai salah
satu pilar pengembangan proses
kebijakan yang memberdayaan
perempuan Bali. Mekanisme ini bisa
dilahirkan oleh perjuangan aktor-
aktor multi pihak vang kemudian
sepakatuntuk membakukan rumusan
dan membiasakan diri untuk
mematuhinya. Hal yang sebaliknya
juga bisa terjadi. Berbagai




2)

struktural
gilirannya
perubahan-
Sehubungan

perombakan  makro
dilakukan vyang pada
berbuntut memfasilitasi
peru bahan mikro.
dengan  persoalan ini maka: (1)
pengembangan mekanisme tidak
cukup diserahkan pada perumusan
ketentuanyuridis,(2)jaminan yuridis/
administratif yang diperoleh harus
dikawal dengan aksi-aksi dan
sejumlah "rekayasa" dalam rangka
pembiasaan terhadap mekanisme
baru, (3) Aktor-aktor vyang
menduduki posisi struktural dalam
tubuh negara maupun dalam
masyarakat perlu didorong untuk
mendayagunakan posisi struktural
tersebut  untuk pembudayaan
mekanisme baru.

Persoalan yang kedua adalah
bagaimana inovasi awal bisa
menggelinding laksana bola salju.
Untuk itu advokasi lintas pihak vang
sudah tergalang perlu bentuk dan
kemudian didayagunakan.
Komunikasi lintas pihak. katakanlah
antara aktor dalam tubuh negara
dengan aktor dalam masyarakat.bisa
menghasilkan sinergi vang, kalau
dikelola dengan baik,bisa menjamin
sustainabilitas.

Penutup

Model
Perempuan Di Bali

Kebijakan Pemberdayaan
menghasilkan

kesimpulan sebagai berikut.

Pemberdayaan perempuan di Bali
tidak luput dari perubahan di era
globalisasiini. Di satu sisiperempuan
Bali cenderung mengadopsi
kebudayaan modem yang mendunia
(kosmopolitan) namundi sisi lainjuga
sedang mengalami proses
parokialisme vyang timbul karena
fokus beralih pada lokalitas,
khususnya kepada desa adat.
Dengankata lain,dalam mengadopsi
budaya modern perempuan Bali
tampaknya masih tetap berpegang
kepada ikatan-ikatan tradisi dan
sistem nilai yang dimilikinya.
Masyarakat Bali tidak membedakan
perbedaan peran antara perempuan
dan laki-laki, tetapi membedakan
fungsi antara perempuan dan lelaki.
Hukum adat Bali di bidang
kekeluargaan dan waris sangat bias
gender, yang hanya mengutamakan
hak waris kepada anak laki-laki,
Namun,harus diingatbahwa biarpun
perempuantidak memilikihak waris,
perempuan juga tidak dituntut
memenuhi kewajiban yang timbul
karena waris tersebut. Biarpun
menerimawaris,anak lelaki otomatis
terbebani denfn kewajiban yang
tidak ringan. Bila prinsip equality
diterjemahkan dalam bahasa
Indonesia sebagai kesetaraan (tidak
rus sama), hukum adat Bali telah
mengatur kesetaraan hak dan
kewajiban antara anak la}laki dan
perempuan. Upaya mengikis
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ketidakadilan gender dalam

kehidupan masyarakat Bali dapat
dilakukan melalui  perubahan

perilaku;baik di lingkungankeluarga,
lingkungansosial maupunlingkfgan
birokrasi pemerintahan, agar lebih
memberdayakan perempuan,

sehingga membantu para perempuan
lebih mandiri, baik dari segi moral
psikologis ,ekonomi,pendidikan dan
politik, serta menciptakan budaya
baru yang sensitif gender. Hanya
dengan kemandirian perempuan

dalam semua aspek kehidupan,

keadilan gender dapat diwujudkan.

Telahterjadi perubahan persepsidan
konsepsi perempuan Bali tentang
konsep dirinya  (self-concept).
Sejauh ini mereka tidak melakukan
gerakan secara  ekspresif ~an
atraktif. Perubahan budaya dan sikap
perempuan terjadi. secara
evolusioner yang adaptif terhadap
pengaruh global. Perubahan itu tidak
mengubah sistem budaya vyang
mereka pegang dan anut; perubahan
terjadi pada sisi perilaku mereka
dengan pergerakan secara alamiah.
Bagi perempuan Bali. gerakan
feminisme vang dilakukan secara
terbuka  dianggap tabu dan
bertentangan dengan ajaran agama,
budaya, dan adat istiadat. Mereka
lebih memilih pergeseran peran
perempuan secara diam-diain,
namun berdaya efektif, dan semakin
kuat di ranah publik dengan tidak

Adji, Emma S. 2006.

bersama, dan pada akhirnya diakui
dan diterima oleh masyarakat.
Model Kebijakan Pernberdayaan
Perempuan Di  Bali" ini
menghasilkan model kebijakan yang
berbasis kearifan lokal, bottom up,
demokratis partisipatif (keterlibatan
semua stakeholder). Dengan model
seperti ini, maka kebijakannya akan
lebih adaftif, fleksibel dan dapat
diterima oleh masyarakat Bali
sehingga pemberdayaan akan lebih
efektif.

Perumusan Peraturan Daerah apa
pun vang bersangkutan dengan
kebijakan pemberdayaan perempuan
Bali hams mengacu pada kearifan
lokal (local wisdom) dengan tetap
mempertimbangan  perubahan
budaya Bali yang terjadi secara
alamiah.
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